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ABSTRACT

ABSTRACT

E-Catalogue is an online shopping application developed by the
Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP), this
application provides various kinds of products from various commodities needed
by the government. This research aims to identify factors that influence the
participation of MSMEs in procuring government goods and services using e-
Catalog in South Sumatra Province. Willem (2012) revealed that good
procurement of goods and services must fulfill 5 procurement principles, namely
effective, efficient, competitive, transparent and accountable. This research uses
a qualitative methodology which will be explained descriptively. The research
results found that there are still problems in the aspects of effectiveness,
efficiency and transparency in the implementation of procurement of
goods/services using e-catalogs. The hope is that in the future the e-catalog can
be even better and can continue to support the development of MSME businesses.
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ABSTRAK

ABSTRAK

E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan
berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan e-Katalog di
Provinsi Sumatera Selatan. Willem (2012) mengungkapkan bahwasanya pengadaan
barang dan jasa yang baik harus memehuni 5 prinsip pengadaan, yaitu efektif, efisien,
kompetitif, transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metodologi
kualitatif yang akan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa
masih terdapat permasalahan pada aspek efektivitas, efisiensi dan transparan dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan e-katalog. Harapannya ke depan e-
katalog bisa lebih baik lagi dan bisa terus mendukung perkembangan usaha UMKM.
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1.1.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Good governance telah menetapkan tujuan reformasi kebijakan untuk
negara-negara berkembang yang mendapat dukungan luas di banyak negara
berkembang dan khususnya secara internasional. Tujuan tersebut antara lain
memperkuat perlindungan hak milik, memberantas korupsi, mewujudkan
pemerintahan yang akuntabel dan demokratis, dan memaksakan supremasi
hukum. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, hukum ini menjadi
landasan dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki tata
kelola pemerintahan guna mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014, diharapkan dapat
menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, serta meningkatkan kualitas
birokrasi menjadi lebih baik. Namun bukti empirisnya menunjukkan bahwa
negara-negara hanya dapat meningkatkan tata kelola melalui pembangunan, dan
bahwa tata pemerintahan yang baik bukanlah prasyarat penting bagi

Pembangunan (Khan 2009, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 2d, pemerintahan
yang baik (Good Governance) mengimplementasikan prinsip-prinsip
profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan,
efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan penerimaan oleh seluruh
masyarakat. Namun, pada kenyataannya, negara-negara berkembang seringkali
menunjukkan kinerja buruk dalam tata kelola pemerintahan yang baik, meskipun

beberapa indikator menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan indikator



lainnya dalam aspek pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya
kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi kunci keberhasilan tata kelola yang
akan membantu negara-negara berkembang mempercepat pembangunan
ekonomi dan, pada akhirnya, meningkatkan tata kelola secara keseluruhan dan
berkelanjutan. Dalam era globalisasi, pembangunan sangat bergantung pada
sektor ekonomi sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah. Masyarakat sebagai
pelaku utama pembangunan merasakan langsung dampaknya, sehingga
pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting bagi suatu negara, terutama

dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat memainkan peran penting dan strategis dalam perkembangan
ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini
disebabkan oleh dominannya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia,
yang mencakup jumlah industri yang besar di berbagai sektor ekonomi,
kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja, serta kontribusi signifikan
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha mikro dan kecil unggul dalam
bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, terutama di
sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan,
perdagangan, dan rumah makan/restoran. Usaha menengah memiliki
keunggulan dalam menciptakan nilai tambah di sektor perhotelan, keuangan,
persewaan, jasa perusahaan, dan kehutanan. Sementara itu, usaha besar unggul
dalam industri pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Kondisi
ini menunjukkan bahwa UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan

membutuhkan satu sama lain.



Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
dalam sektor publik telah mengubah lanskap bisnis global. Seiring waktu,
aktivitas jual beli semakin memanfaatkan teknologi ini. Di Indonesia,
perkembangan ekonomi dan pembangunan sarana serta prasarana pendukung
terlihat melalui penerapan e-government. Dengan kemajuan teknologi
informasi, e-government menjadi metode pilihan untuk mengurangi masalah
birokrasi yang sering dihadapi oleh banyak organisasi pemerintah (Eyob,
2004:107). E-government dikenal sebagai alat yang efektif untuk menerapkan
tata kelola pemerintahan yang baik karena teknologi informasi mengubah cara
operasional pemerintah. Di berbagai negara, e-government digunakan secara
efektif untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah, merubah cara
pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

proses pemerintahan (Lee et.al, 2008:183).

Upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance dilakukan
melalui beberapa cara dan e-government adalah salah satunya. Menurut
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik atau good
governance adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi dan mengembangkan
nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, pelayanan prima, transparansi,
demokrasi, supremasi hukum, efektivitas, dan efisiensi, serta diterima oleh
masyarakat. Implementasi e-government dapat membawa perubahan bagi
Indonesia dengan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,
yang menghasilkan proses yang lebih efisien dan meningkatkan produktivitas

secara keseluruhan.



E-government bertujuan untuk menyediakan layanan yang lebih mudah
bagi masyarakat tanpa campur tangan dari pihak lain, dan dilakukan dengan cara
yang lebih simpel. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi dapat
membantu mengurangi kemungkinan tindak korupsi dengan meningkatkan
akuntabilitas dan keterbukaan dalam pemerintahan. Perkembangan ini juga
mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mencari informasi tentang
pengelolaan pemerintahan. Salah satu inovasi pemerintah berbasis e-
government adalah e-procurement. Inovasi ini muncul karena banyaknya
ketidakkonsistenan dalam sistem pembelian barang atau jasa secara tradisional.
Ditetapkan oleh presiden melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 106 Tahun
2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pertama

kali mengembangkan sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa.

Ketersediaan barang dan jasa merupakan salah satu kebutuhan penting
bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yang akan terus
meingkat seiring waktu berjalan (Damayanti et al., 2013:140). Kebutuhan
tersebut dapat dipenuhi melalui pengadaan barang dan jasa oleh instansi.
Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi berupa e-procurement dalam
pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi instansi pemerintah untuk

mendukung aktivitas mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, terutama dalam
sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah mengeluarkan Peraturan
Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengadaan barang/jasa pemerintah

dilakukan dengan cepat, tepat, transparan, dan efisien. Melalui peraturan ini,



pengadaan barang/jasa pemerintah diatur secara elektronik atau e-procurement.
Perubahan metode lelang dari manual atau non e-tendering menjadi e-
procurement pada tahun 2010 telah memberikan dampak signifikan dalam

memperbaiki proses pengadaan barang/jasa.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres No.
4 Tahun 2015, yang merupakan perubahan dari Perpres No. 54 Tahun 2010,
mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, persiapan
lelang, penentuan harga perkiraan sendiri, pengumuman lelang, pelaksanaan
lelang, pengumuman pemenang lelang, penandatanganan kontrak, hingga
pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan. Efisiensi dan efektivitas proses
pengadaan ini sangat bergantung pada tata cara pemilihan penyedia. Pemilihan
penyedia yang tepat akan memastikan barang/jasa yang sesuai dengan
kebutuhan diterima tepat waktu. Pengadaan barang/jasa yang sudah memiliki
standar dan tersedia di pasar dalam jumlah memadai dapat dilakukan secara
elektronik melalui e-purchasing menggunakan E-Catalogue. Melalui Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah
memperinci pelaksanaan e-catalogue dalam proses pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP). Berdasarkan peraturan ini, katalog elektronik atau e-catalogue adalah
sistem informasi elektronik yang berisi daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga

barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Pasal 26 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan menyatakan bahwa E-Tendering atau E-Purchasing adalah



metode utama dalam pembelian barang dan layanan oleh pemerintah. Untuk
mencapai pengadaan barang yang optimal, mulai dari tahap perencanaan hingga
penyelesaian kegiatan pengadaan, pelaksanaannya harus sesuai dengan

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2016.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-catalogue diperkuat oleh
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa e-purchasing wajib dilakukan
untuk barang/jasa yang memenuhi kebutuhan nasional dan/atau strategis yang
ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Oleh karena itu,
untuk barang/jasa yang tidak termasuk dalam kategori pemenuhan kebutuhan
nasional dan/atau strategis, pengadaannya tidak wajib menggunakan metode e-

purchasing.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2022
tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari
ketentuan dalam Pasal 86 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan mencabut Peraturan Gubernur Nomor 11
Tahun 2011 serta Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 yang sebelumnya

mengatur topik yang sama.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2022
memberikan pedoman untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan ini dirancang



untuk memberikan panduan dan menjamin bahwa proses pengadaan barang dan
jasa dilakukan dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Pergub ini meliputi
berbagai aspek utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan
dan evaluasi pengadaan. Selain itu, di dalam peraturan ini dijelaskan mengenai
kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, metode dan prosedur
pemilihan penyedia barang/jasa, serta aturan tentang penggunaan produk dalam
negeri. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas
pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendorong penggunaan produk lokal

untuk mendukung perekonomian daerah.

Katalog Elektronik dan toko daring diimplementasi supaya Pengadaan
Barang/Jasa lebih cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik, hal
tersebut telah diatur dalam Peraturan LKPP No.9 Tahun 2021. Pada pasal 9
dijelaskan pelaksanaan pembelian melalui toko daring secara elektronik (£-
Puchasing) yaitu pembelian langsung, negosiasi harga, permintaan penawaran
dan metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE. Dan
pelaksanaan pembelian secara elektronik melalui katalog elektronik dapat
dilaksanakan dengan metode negosiasi harga, mini kompetisi dan competitive

catalogue.

Pedoman untuk Kementerian/Lembaga/Pemda dan pemasok dalam
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan
toko online dan Katalog Elektronik Pemerintah bertujuan untuk memastikan
Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara transparan dan tercatat secara
elektronik dengan cepat dan mudah. Penggunaan katalog elektronik untuk

pembelian barang disebut E-Purchase, yang dapat dilakukan melalui metode



negosiasi harga, mini-competition, atau katalog kompetitif. Barang/Jasa yang
termasuk dalam katalog elektronik tetap berlaku hingga kontrak katalog berakhir

dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil
dan menengah telah mengatur perlindungan dan pemberdayaan UMKM, yang
dapat mencakup penggunaan teknologi seperti E-Catalogue untuk
meningkatkan bisnis mereka. Persaingan bisnis pada era sekarang menjadi hal
yang cukup ketat, terutama dengan adanya komitmen Indonesia dalam
menyepakati AFTA dan WTO. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) Sebagai
komponen fundamental perekonomian, perlu bersiap menghadapi persaingan di
pasar terbuka ini. Setiap orang yang terlibat harus segera bertindak untuk
memenuhi kewajiban yang telah disepakati, bahkan usaha kecil dan menengah
(UKM) yang potensinya belum tergali perlu dikaji dan dikembangkan agar
potensi tersebut muncul untuk menghadapi era pasar bebas. UMKM harus terus
didorong dan diberdayakan untuk mengatasi berbagai kelemahan, agar mampu

bersaing dan tidak tertindas oleh kompetitor.

Dampak positif dalam penggunaan e-catalogue dapat meningkatkan
efisiensi belanja, percepatan proses pengadaan barang/jasa, kebebasan pengguna
dalam memilih barang yang dibutuhkan melalui e-Catalogue, serta terciptanya
persaingan usaha yang sehat karena setiap penyedia menawarkan harga secara
terbuka dan transparan. Namun, dampak negatifnya meliputi kekacauan dalam
penetapan harga barang, terputusnya rantai distribusi, penurunan omset pelaku
usaha daerah, dan dampak terbesar dirasakan oleh para pelaku usaha yang

menjual produk-produk teknologi informasi (TI).



Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Berdasarkan data
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan
Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap
Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 Triliun.
UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat
menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. Lalu yang
ada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berdasarkan laporan dari Dinas
Koperasi dan UMKM bulan Desember 2022, dari 17 kabupaten/kota berjumlah
2,2 juta UMKM, namun yang terdata by name by address berjumlah 860.000

UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)
Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa sejak peluncuran Gernas BBI pada
tahun 2020, jumlah UMKM yang berhasil masuk ke ekosistem digital telah
mencapai total kumulatif 22,68 juta UMKM hingga Juni 2023. Berdasarkan data
dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), per 1 Juli
2023, komitmen belanja PDN di Provinsi Kaltara mencapai Rp1,21 triliun atau
95,3 persen dari total anggaran daerah tersebut. Sementara itu, realisasi belanja
PDN masih sekitar 67,1 persen, dengan Kabupaten Malinau mencapai
persentase tertinggi sebesar Rp315,7 miliar dan realisasi terendah di Kota

Tarakan sebesar 41,8 persen atau senilai Rp47 miliar.

Studi yang dilakukan pada triwulan I tahun 2023 oleh BRI dan BRI
Research Institute mengungkapkan bahwa 56,3% debitur yang melakukan
penjualan secara online menyatakan volume penjualannya meningkat.

Selanjutnya, sebanyak 52% responden menyatakan omzet perusahaan
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meningkat dan 51,6% menyatakan laba meningkat. Dengan 212 juta pengguna
internet dan potensi valuasi terbesar sebesar Rp 5.400 triliun pada tahun 2030,
Indonesia memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara sehingga

memiliki target pasar yang besar dan beragam.

Mayoritas lingkungan digital yang ada di Indonesia dikhususkan untuk
belanja dan konsumsi. Untuk menyiasati hal ini, keterampilan digital produksi
perlu diperkuat untuk membantu UMKM menjadikan diri mereka sebagai
peserta utama di pasar dalam negeri. Digitalisasi memerlukan intervensi baik
dari sisi hulu, melalui adopsi teknologi, maupun dari sisi hilir, terkait dengan
orientasi pasar. Misalnya saja penerapan teknologi blockchain oleh startup Hara
dan penggunaan Al (Artificial Intelligence) di industri pertanian, seperti yang

ditunjukkan oleh operasi budidaya ikan e-Fishery.

Temuan studi Indeks Digitalisasi UMKM menunjukkan bahwa UMKM di
Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam mengadopsi teknologi digital.
Untuk menjamin bahwa semua UMKM, terlepas dari ukuran, gender, atau
geografi, memiliki akses terhadap sumber daya, bantuan, dan pelatihan yang

diperlukan agar dapat terlibat dengan baik dalam ekonomi digital.

Setelah dilakukannya observasi di lapangan dan wawancara kepada pihak
LPSE selaku pengurus e-catalogue bahwa para pelaku UMKM di Sumsel saat
ini yang terdaftar di E-catalogue pada bulan April 2024 berjumlah 44,214
produk. Dengan UMKM Mikro berjumlah 12,421, UMKM Kecil berjumlah

12,507, dan UMKM Menengah berjumlah 1,419.
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Gambar 1.1 Grafik Penambahan Jumlah Produk

Jul 2022 Oct 2022 Jan 2023 Apr 2023

Sumber: e-katalog.lkpp.go.id

Grafik diatas menunjukan penambahan jumlah produk di Provinsi
Sumatera Selatan masih sedikit seperti yang ditunjukkan pada grafik tersebut
yang mengalami naik dan turunnya penambahan jumlah produk setiap bulan,
dari yang terlihat pada grafik tersebut pada bulan April 2024 mengalami
penurunan yang cukup drastis dari bulan sebelumnya, terlihat bahwa
penambahan jumlah produk tersebut tidak tetap dan terbilang cukup rendah, hal
tersebut berarti bahwa para pelaku UMKM masih tidak mengetahui dan
mengerti akan pentingnya e-catalogue untuk meningkatkan bisnis yang
dilakukan. Mengacu pada pengamatan yang dilakukan, terdapat permasalahan
yang dihadapi UMKM mengenai sedikitnya yang terdaftar di e-catalogue

karena:

1) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran UMKM karena tidak memiliki
informasi yang cukup tentang manfaat e-catalogue atau kurangnya
kesadaran terhadap potensi keuntungan yang dapat diperoleh melalui
media ini.

2) Teknologi dan aksesibilitas yang beberapa UMKM hadapi terdapat
kendala terhadap platform e-catalogue, yang dapat menjadi hambatan bagi

mereka yang terdaftar didalamnya.
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3) Ketidakpastian tentang keamanan data : UMKM memiliki kehawatiran
terkait keamanan data mereka saat menggunakan platform e-catalogue

sehingga menahan mereka untuk terlibat aktif.

Mengacu pada paparan diatas serta mengingat pentingnya ekonomi digital
saat ini dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
dalam menggunakan E-Catalogue. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan
karena UMKM merupakan pilar perekomonian yang ada di Indonesia, dengan
penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana
UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal melaui
pemanfaatan e-catalogue, dalam konteks ini, penelitian ini akan mendalami
tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemeritah melalui e-Catalogue dan
UMKM sebagai penyedia di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini akan mencakup
prinsip-prinsip  e-procurement, dan pertumbuhan bisnis UMKM yang
memanfaatkan teknologi ini. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan
kontribusi untuk mengoptimalkan potensi UMKM dalam menjalankan bisnis
mereka dengan lebih efisien dan efektif dan lebih transparan melalui
pemanfaatan media e-catalogue , dengan e-catalogue dapat memberikan solusi
pemasaran yang lebih efisien dan terjangkau bagi UMKM serta dapat membantu

UMKM dalam meningkatkan daya saing dalam pasar global.
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1.2. Rumusan Masalah

1.3.

Mengacu pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada

penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
pemerintah melalui e-catalogue pada usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) di Provinsi Sumatera Selatan?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-catalogue di Provinsi
Sumatera Selatan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa

pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis :

Penelitian ini akan memberikan tambahan pada literatur mengenai
penerapan prinsip e-procurment pada teknologi e-catalogue dengan fokus
pada pelaksanaan e-catalogue dan UMKM sebagai penyedia. Dengan
memahami penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa dalam
pelaksanaan e-catalogue dapat memberikan pertimbangan bagi
pemerintah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini dapat
membantu mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan layanan
pemerintah pada masyarakat khususnya UMKM, serta dapat memperkuat
ekonomi lokal dan memberdayakan pelaku usaha kecil. Hasil penelitian

ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana



1.4.2.
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teknologi ini berinteraksi dengan ekosistem bisnis lokal dan bagaimana hal

ini memengaruhi pertumbuhan UMKM.

Manfaat Praktis :
Bagi Instansi Pemerintah

Dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan pemahaman
yang lebih mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi
UMKM dalam menggunakan e-Catalogue dalam pengadaan barang dan
jasa pemerintah. Ini akan membantu instansi untuk memahami perspektif
dan kebutuhan UMKM dengan lebih baik.
Bagi UMKM
Penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih baik tentang
dampak penggunaan FE-Catalogue dalam konteks lokal di Provinsi
Sumatera Selatan. Ini akan membantu mengidentifikasi potensi kebijakan
yang dapat mendukung pengembangan UMKM melalui teknologi ini.
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi UMKM yang berencana
untuk memanfaatkan E-Catalogue sebagai alat dan pengembangan bisnis.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan tantangan dalam
penggunaan teknologi ini, UMKM dapat membuat keputusan yang lebih

baik sebelum mengadopsi E-Catalogue.
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